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PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

PENJABARAIN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2011
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal & Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2011, periu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagai
landasan operasiona! pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2011:

Undang-Undang Nemor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Tingkat Il dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat | Baii, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1665)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaras
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negare
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambaharn
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288},

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389),

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indeonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor -

4421);
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Undang-Undang Nomeor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daz:ah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan
Instansi Vertikal di Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3373);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan. Anggota DPRD (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoier dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repuklic
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubiix
[ndenesia Nomor 4712); '

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor

4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indeonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal {(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tamhahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4585):

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);
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Perataturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2011; '

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011,

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 terdiri atas :

(1) Pendapatan
a.  Pendapatan Asli Daerah Rp. 43.965.702.035,00
b.  Dana Perimbangan Rp. 6804.301.441.848,00
¢.  Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp. 48.458.802.462,00

{2) Belanja

Jumlah Pendapatan Rp. 696.725.946.345,00

a.  Belanja Tidak Langsung

1)
2)
3)

4)

5)
6)
7)
&)

Belanja pegawai Rp. 390.638.343.964,00
Belanja bunga Rp. - 0,00
Belanja subsidi Rp. 200.0000.000,00
Belanja hibah Rp.  8.359.865.000,00
Belanja bantuan sosial Rp. 10.691.375.762,97
Belanja bagi hasil Rp. 329.700.000,00
Belanja bantuan keuangan Rp. 32.830.202.058,00
Belanja tidak terduga Rp.  1.150.000.000,00

Rp. 444.199.486.784,97

b.  Belanja Langsung

1)

2)

3)

Belanja pegawai Rp. 39.502.542.867,00
Belanja barang dan jasa Rp. 112,516.537.889,50
Belanja modal Rp. 147.701.359,944, 24
Rp. 299.720.440.700,74
Jumiah Belanja Rp. 743.919.927.485,71
Surplus/(Defisit) (Rp. 47.193.981.140,71)




(3) Pembiayaan:

a. Penerimaan Rp. 52.693.981.140,71
b.  Pengeluaran Rp. 5.500.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto Rp. 47.193.981.140,71
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 0,00
Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran | dan Lampiran la Peraturan
Bupati ini.

Pasal 3
Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I
Peraturan Bupati ini.

Pasal 4
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5
Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih larj.t
dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan.
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut
sejak tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap oang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dalam Berita
Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 28 Januari 2011
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' JAMZLUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Bésar SRR
.- pada: tanggal 28 Januap/2011
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" SEKRETARIS DAERJH KABUPATEN SUMBAWA
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="+ MAHMUD ABDULLAH
BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2011 NOMOR 2




